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ABSTRAK 

Program reformasi administrasi perjakan guna mendukung penggunaan 

Single Identity Number melalui kebijakan pemadanan Nomor Induk Kependudukan 

(NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan terintegrasi NIK 

dengan NPWP melalui pemadanan menjadi suatu solusi dalam permasalahan 

asimetri informasi. Sehingga segala transaksi yang menggunakan NIK dapat 

terdeteksi oleh otoritas pajak. Mengingat kepatuhan wajib pajak masih menjadi 

perhatian otoritas pajak  akibat kurangnya kesadaran wajib pajak untuk patuh. 

Merujuk pada fenomena  NIK sebagai NPWP yang menjadi suatu program untuk 

memonitor pelaporan SPT, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih 

lanjut bagaimana kepatuhan wajib pajak pasca dilakukannya pemadanan NIK 

menjadi NPWP. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan paradigma 

interpretatif yang memberikan keleluasan peneliti untuk menggali berbagai 

perspektif informan. Penelitian ini melibatkan tiga peran informan yaitu wajib pajak 

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), konsultan pajak, serta penyuluh 

pajak. Data dikumpulkan dengan wawancara semi terstruktur, dokumentasi serta 

observasi. Guna meningkatkan kualitas data peneliti melakukan uji triangulasi data.  

Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat 3 temuan informan penelitian  

terkait kepatuhan wajib pajak pasca pemadanan NIK menjadi NPWP. Temuan 

pertama, Potret kepatuhan wajib pajak UMKM pasca pemadanan NIK menjadi 

NPWP. Kedua, faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM 

pasca pemadanan NIK menjadi NPWP. Ketiga, Pemadanan NIK menjadi NPWP 

mampu mengatasi permasalahan asimetri informasi. Penelitian ini berkontribusi 

secara praktis terhadap informan penelitian. Sebagian besar informan penelitian 

dengan latar belakang UMKM, dengan penyederhanaan administrasi NIK sebagai 

pengganti NPWP untuk mempermudah kewajiban perpajakan. Selain itu, 

penggunaan NIK oleh otoritas pajak juga mempermudah pendataan wajib pajak, 

dengan tujuan akhir meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  

Kata Kunci: Single Identity Number, NIK, NPWP, Kepatuhan Pajak, UMKM  
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TAXPAYER COMPLIANCE FOLLOWING NIK TO NPWP 

MATCHING 

Ketut Ayu Juliastayani 

2015654042 

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Bali) 

ABSTRACT 

Tax administration reform program to support the use of Single Identity 

Number through the policy of matching the Population Identification Number (NIK) 

to the Taxpayer Identification Number (NPWP). By integrating NIK with NPWP 

through matching, it becomes a solution to the problem of information asymmetry. 

So that all transactions using NIK can be detected by the tax authorities. Given that 

taxpayer compliance is still a concern of the tax authorities due to the lack of 

awareness of taxpayers to comply. Referring to the phenomenon of NIK as a TIN 

which is a program to monitor SPT reporting, this research aims to find out more 

about how taxpayer compliance is after the NIK matching becomes a TIN. 

This research is a qualitative study with an interpretative paradigm that 

allows researchers to explore various informant perspectives. This research 

involves three informant roles, namely MSME taxpayers, tax consultants, and tax 

instructors. Data were collected using semi-structured interviews, documentation 

and observation. In order to improve data quality, the researcher conducted a data 

triangulation test.  

The results of the study explain that there are 3 research informant findings 

related to taxpayer compliance after the NIK to NPWP matching. The first finding 

is a portrait of MSME taxpayer compliance after the NIK to NPWP matching. 

Second, the factors that influence MSME taxpayer compliance after the NIK to 

NPWP matching. Third, the matching of NIK to NPWP is able to overcome the 

problem of information asymmetry. This research contributes practically to 

research informants. Most research informants with MSME backgrounds, with the 

simplification of NIK administration as a substitute for NPWP to facilitate tax 

obligations. In addition, the use of NIK by tax authorities also facilitates taxpayer 

data collection, with the ultimate goal of increasing taxpayer compliance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sehubungan dengan peningkatan inovasi yang semakin modern saat ini, 

kenyamanan dan kemudahan menjadi kebutuhan masyarakat (Kurniasih et al., 

2021; Tobing dan Kusmono, 2022). Khususnya dalam hal administrasi, tetapi 

kesederhanaan belum terlaksana dengan baik di Indonesia contohnya, masih 

banyak nya kartu identitas yang dimiliki oleh setiap orang seperti SIM, KTP, 

BPJS dan masih banyak lagi. Hal tersebut dikarenakan sistem Single Identity 

Number (SIN) belum diterapkan. Dengan pemanfaatan SIN maka setiap orang 

cukup hanya memiliki satu kartu identitas untuk kegiatan administrasi 

(Alamsyah dan Saragih, 2023; Arief, 2021; Ayuningtyas dan Furqon, 2023; 

Hiong, 2022). Untuk itu, pemerintah mulai menerapkan sistem SIN di Indonesia 

dengan dilakukannya pemadanan. Pemadanan dalam hal ini adalah pemadanan 

Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). 

Pemadanan NIK menjadi NPWP tidak hanya memberikan kemudahan dan 

kesederhanaan bagi wajib pajak, namun mengatasi permasalahan asimetri 

informasi (Rundo dan Stallo, 2019). Asimetri informasi merupakan kondisi satu 

pihak memiliki informasi lebih dibandingkan dengan pihak lain sehingga salah 

satu pihak dapat memanfaatkan pihak lainnya (Bhalla et al., 2022; Kristiaji, 

2013; Liu et al., 2022). Dalam bidang perpajakan, hal ini melibatkan pihak 

Wajib Pajak (WP) dan otoritas pajak. Karena sistem pemungutan pajak di 
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Indonesia berbasis Self Assessment, maka wajib pajak sebagai pihak yang dapat 

merugikan pihak otoritas pajak akibat informasi lebih yang dimilikinya (Isma, 

2021).  

Sistem self assessment merupakan sistem pemungutan pajak dimana WP 

diberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung, setor 

dan melaporkan kewajiban perpajakannya (Amirah Febtrina et al., 2022; Deni 

dan Aidil, 2023). Namun dengan sistem tersebut, WP mampu memanfaatkan 

informasi lebih yang dimiliki terkait data finansial dan nonfinansialnya. 

Sehingga terdapat ketidakseimbangan informasi yang dimiliki WP dan yang 

diperoleh oleh pihak otoritas pajak terkait pajak yang dibayarkan. Pajak yang 

dibayarkan WP tidak sesuai dengan keadaaan sebenarnya dan mengakibatkan 

kerugian bagi pihak otoritas pajak (Hanif dan Ardiyanto, 2019; Novia et al., 

2023; Rasyid, 2023). Untuk itu pemadanan NIK dapat menjadi solusi dalam 

permasalahan asimetri informasi.  

Pemadanan NIK menjadi NPWP telah diatur dalam Undang- Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 dengan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor PMK 136 tahun 2023 tentang NPWP bagi orang 

pribadi, badan dan instansi pemerintah (Kemenkeu, 2022; Pemerintah 

Indonesia, 2021; Kemenkeu, 2023). Perubahan yang signifikan terdapat pada 

NPWP Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dimana sebelumnya hanya 

menggunakan 15 digit namun saat ini berubah menjadi 16 digit. Karena jumlah 

digit NIK yaitu 16 digit dan WPOP akan menggunakan NIK sebagai identitas 
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perpajakan. Sedangkan untuk wajib pajak badan cukup hanya menambahkan 

angka 0 di depannya (Panjaitan, 2022).  

  Penelitian sistem SIN dengan cara pencocokan telah dilakukan di beberapa 

negara, antara lain Swedia,  Amerika Serikat dan juga Indonesia. Swedia 

sebagai negara yang telah memperkenalkan sistem SIN dapat digambarkan 

dengan pandangan akan pentingnya kerjasama antar otoritas yang terlibat dalam 

penerapan SIN  (Tobing dan Kusmono, 2022). Sedangkan di Amerika Serikat, 

penggunaan satu ID dikenal dengan istilah Social Security Number (SSN). SSN 

memiliki konsep yang hampir sama dengan SIN dan secara otomatis 

mengintegrasi (linking by system) data-data finansial maupun non finansial 

(Alamsyah dan Saragih, 2023; Tobing dan Kusmono, 2022). Namun penelitian 

terkait pemadanan yang dilakukan masih belum menyentuh pemadanan NIK 

menjadi NPWP. Pemadanan yang dimaksud hanya pemadanan NIK menjadi 

SIM, penyedia layanan Kesehatan dan lain-lain (Fadhil et al., 2023; Rofita, 

2022).  

Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP di Indonesia sudah mulai 

berlaku pada 14 Juli tahun 2022 dan efektif pada tahun 2024 . Pada masa transisi 

hingga implementasi penuh kebijakan tersebut, wajib pajak didorong untuk 

melakukan pemadanan NIK dengan NPWP. Hingga per 31 Maret 2024 wajib 

pajak yang melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP sudah mencapai 91,7% 

yakni sebanyak 67,47 juta dari total 73,58 juta wajib pajak orang pribadi dalam 

negeri Kemenkeu, 2023; Silfia, 2024). Hal ini penting untuk memastikan bahwa 

data perpajakan yang dimiliki oleh pemerintah menjadi lebih terperinci dan 
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akurat. Tujuannya untuk mempermudah layanan dan kesederhanaan sebagai 

bagian dari reformasi administrasi perpajakan dan mampu meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak (Deni dan Aidil, 2023; Erviana Dewi dan Mimba, 2019; 

Monalika dan Hanimun, 2020; Zulma, 2020).   

Kepatuhan pajak masih menjadi suatu permasalah yang belum terselesaikan 

di Indonesia. Hal ini terlihat dari kinerja perpajakan yang belum memadai 

seperti rendahnya rasio pajak terhadap pendapatan yaitu 10,9 % dibandingkan 

dengan negara tetangga lainnya (OECD, 2023; Zulma, 2020). Ketidakpatuhan 

ini tentu akan menjadi tantangan bagi pemerintah  dalam upaya untuk 

meningkatkan penerimaan negara, karena pada umumnya sumber utama 

penerimaan negara bersumber dari sektor perpajakan. Salah satu upaya dalam 

meningkatkan kepatuhan adalah melalui reformasi perpakan. Reformasi 

perpajakan tidak terbatas pada kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP , 

sebelumnya berbagai penelitian secara empiris menyatakan bahwa kebijakan 

perpajakan memengaruhi kepatuhan (Darmayasa dan Hardika, 2024). 

Demikian juga dengan kepatuhan hak pemajakan seperti penentuan subjek 

pajak (Darmayasa dan Partika, 2024). Pada akhirnya akuntansi sebagai 

katalisator peningkatan pertumbuhan ekonomi juga memberikan andil yang 

besar pada peningkatan kepatuhan (Darmayasa et al., 2024).  

Di antara sekian banyak jenis pajak yang ada di Indonesia, pajak terhadap 

Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai dampak yang paling besar. 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Usaha Mikro dan Kecil Nomor 20 Tahun 

2008, UMKM adalah suatu badan produktif mandiri yang dijalankan oleh 
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perseorangan atau perusahaan dengan standar pengelolaan tertentu. Peran 

UMKM penting dalam perekonomian nasional. Melalui peran terdepan 

tersebut, UMKM juga memastikan tingkat penyerapan tenaga kerja yang 

optimal di Indonesia (Darmayasa et al., 2022). Meskipun peran UMKM dalam 

perekonomian sangat menentukan, namun peran UMKM terhadap pendapatan 

negara masih lebih rendah dari yang diharapkan. UMKM masih belum mampu 

memberikan penerimaan pajak yang sebanding dengan perannya dalam 

perekonomian (Darmayasa et al., 2021). Kepatuhan wajib pajak masih terdapat 

berbagai persolaan dan menjadi fokus utama pemerintah dalam meningkatkan 

kesadaran wajib pajak pelaku UMKM (Darmayasa et al., 2022). 

UMKM di Bali cenderung menciptakan produk yang mencerminkan 

kekayaan budaya dan kearifan lokal. Setiap wilayah yang ada di Bali memiliki 

ciri khas UMKM yang berbeda, begitu pula halnya dengan UMKM di Bali 

Utara (Kabupaten Buleleng). Kabupaten Buleleng memiliki beragam jenis 

usaha UMKM, salah satu jenis usaha terbesarnya di bali yaitu jenis usaha yang 

bergerak dalam bidang kuliner. Jenis usaha ini mencerminkan kearifan produk 

local dan budaya masyarakat Buleleng. Melihat potensi yang terkandung dalam 

setiap UMKM Pemerintah Kabupaten Buleleng secara aktif berupaya 

mendukung kemajuan UMKM melalui berbagai kebijakan salah satunya 

pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada tahun 

2022. Sehingga mampu meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah. 

Dengan adanya UMKM, diharapkan akan memberikan kontribusi yang lebih 
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besar terhadap penerimaan pajak. Namun hal tersebut justru berbanding terbalik 

dengan keadaan saat ini. 

Mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu dilakukannya pengawasan 

terhadap wajib pajak UMKM salah satunya melalui penggunaan NIK sebagai 

NPWP. Penggunaan NIK sebagai NPWP selain untuk memberikan kemudahan 

administrasi bagi pihak wajib pajak UMKM, namun juga bagi pihak otoritas 

pajak. Dengan penggunaan NIK sebagai NPWP maka segala segala transaksi 

wajib pajak UMKM yang menggunakan NIK akan terdekteksi oleh pihak 

otoritas pajak (Isma, 2021).  Merujuk pada fenomena NIK sebagai NPWP yang 

menjadi suatu alat untuk memonitor pelaporan SPT,  maka peneliti ingin 

mengetahui lebih lanjut bagaimana kepatuhan wajib pajak pasca dilakukannya 

pemadanan NIK menjadi NPWP. Melihat bahwa kebijakan tersebut nyatanya 

akan mengungkapkan seluruh kerahasiaan transaksi data WP melalui NIK yang 

tervalidasi dengan NPWP. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang terkait fenomena pemadanan NIK 

menjadi NPWP sebagai salah satu upaya penggunaan sistem SIN untuk 

memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi wajib pajak. Cukup dengan 

menggunakan NIK sebagai identitas untuk transaksi perpajakannya. Hal 

tersebut pula memberikan manfaat dan kemudahan bagi pihak otoritas pajak 

dalam memonitor SPT yang dilaporkan oleh wajib pajak pelaku UMKM.  

Karena dinilai tingkat kepatuhan WP pelaku UMKM masih rendah akibat 

permasahana asimetri informasi dan kurangnya kesadaran akan kewajiban 
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perpajakannya. Maka dengan penggunaan NIK sebagai NPWP, seluruh 

transaksi yang dilakukan WP pelaku UMKM dengan menggunakan NIK akan 

tercatat oleh otoritas pajak. Berdasarkan hal tersebut peneliti mempertanyakan 

bagaimana pengaruh kepatuhan WP pelaku UMKM pasca pemadanan NIK 

menjadi NPWP. 

 

C. Batasan Masalah 

Merujuk pada rumusan masalah yang telah dipaparkan, peneliti melakukan 

pembatasan masalah terkait penelitian yang akan dilakukan.  Sehingga topik 

yang dibahas dalam penelitian ini tidak meluas. Untuk itu terkait konteks 

kepatuhan wajib pajak ini peneliti lebih memfokuskan pada Wajib Pajak Orang 

Pribadi (WPOP) pelaku UMKM di Buleleng yang terkena dampak pasca 

pemadanan NIK menjadi NPWP. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui respon masyarakat terkait 

kepatuhan kewajiban perpajakannya pasca pemadanan Nomor Induk 

Kepndudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap 

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah 

(UMKM).  

2. Manfaat Penelitian 

Adapaun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Manfaat Teoretis 
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1) Penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan 

pemikiran dalam pengembangan penggunaan sistem SIN di 

Indonesia melalui perubahan NIK menjadi NPWP.  

2) Penelitian ini bisa menjadi bahan kajian penelitian lainnya yang 

akan mengadakan penelitian sejenis terkait penggunaan sistem SIN 

di Indonesia yang saat ini masih dalam pengembangan.  

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Pemerintah  

Bagi pemerintah sebagai bahan acuan dalam pembuatan kebijakan 

pemerintah khususnya di bidang perpajakan. Dalam hal ini terkait 

dengan kebijakan penggunaan sistem SIN melalui pemadanan NIK 

menjadi NPWP. Kebijakan ini diyakini akan mampu memperluas 

kepatuhan warga negara dan mendorong pelaksanaan peraturan 

dalam penetapan pajak. 

2) Bagi Wajib Pajak 

Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi mengenai pentingnya 

memahami penerapan NIK menjadi NPWP. Dengan demikian, 

administrasi perpajakan menjadi lebih mudah dan nyaman bagi 

wajib pajak. Wajib pajak sudah banyak memiliki kartu identitas 

sehingga hal tersebut terlihat merepotkan dan memiliki resiko 

kehilangan yang tinggi. Sehingga dengan adanya sistem SIN maka 

wajib pajak tidak perlu membuat NPWP namun cukup hanya 

menggunakan NIK saja.  
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3) Bagi Politeknik Negeri Bali 

Penelitian ini mampu memberikan wawasan bagi mahasiswa 

Politeknik Negeri Bali yang tertarik akan kebijakan-kebijakan 

pemerintah yang terus berkembang hingga saat ini. Kebijakan NIK 

menjadi NPWP memberikan dorongan pemikiran kritis terkait 

dampak yang terjadi bagi wajib pajak. Sehingga penelitian dapat 

menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam melakukan 

penelitian sejenis dalam bidang perpajakan bagi civitas akademika 

Politeknik Negeri Bali.  
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan  

Penelitian ini meneliti dampak dari kebijakan pemadanan Nomor Induk 

Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) terhadap 

tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian 

terdapat beberapa temuan yang menghantarkan peneliti pada tiga kesimpulan 

yakni pemadanan NIK menjadi NPWP mampu meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak namun belum di rasakan secara signifikan oleh wajib pajak pelaku 

UMKM. Kondisi kepatuhan wajib pajak UMKM masih dalam proses tahapan 

meskipun telah dilakukannya pemadanan NIK menjadi NPWP. Akibat adanya 

peredaran usaha yang belum mencapai pengenaan pajak serta kurangnya 

kesadaran dalam melaporkan pajaknya. Terdapat 2 faktor yang memengaruhi 

kepatuhan wajib pajak pasca pemadanan NIK menjadi NPWP yaitu faktor 

eksternal berupa kebijakan pemadanan serta faktor internal yang berasal dari 

psikologi wajib pajak. Hal tersebut sejalan dengan teori Atribusi yaitu perilaku 

seseorang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal.  

Faktor kepatuhan wajib pajak pasca pemadanan NIK menjadi NPWP 

sangat berkaitan dengan bagaimana kebijakan ini dapat mengatasi 

permasalahan asimetri informasi dalam sistem perpajakan. Melalui pemadanan 

NIK menjadi NPWP nyatanya mampu mengatasi pemasalahan asimetri 

informasi. Sehingga baik pihak otoritas pajak atau wajib pajak memili 
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keseimbangan informasi yang diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, seperti 

keterbatasan dalam pemilihan informan yang hanya mencakup wajib pajak 

UMKM yang telah melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP, sehingga hasil 

penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua klasifikasi UMKM. 

 

B. Implikasi 

Kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP di Indonesia memiliki beberapa 

implikasi penting terhadap perpajakan. Pertama, meningkatkan kepatuhan 

pajak dengan sistem yang lebih terintegrasi dan transparan, mendorong wajib 

pajak untuk lebih jujur dalam pelaporan pendapatan. Kedua, meningkatkan 

efisiensi administrasi pajak dengan memudahkan akses dan pengelolaan data 

wajib pajak oleh otoritas pajak, mengurangi asimetri informasi. Ketiga, 

memperkuat sistem informasi perpajakan dengan data yang lebih akurat, 

meningkatkan layanan perpajakan, dan kemampuan pemerintah 

mengumpulkan penerimaan pajak. Terakhir, meskipun ada kekhawatiran 

tentang privasi data, otoritas pajak tetap menjaga kerahasiaan data wajib pajak 

untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam memenuhi kewajiban 

perpajakan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman 

mendalam tentang dampak positif kebijakan pemadanan NIK menjadi NPWP 

terhadap sistem perpajakan di Indonesia. 
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C. Saran 

1. Otoritas Pajak 

Otoritas pajak diharapakan terus mengembangkan dan memperbaharui 

sistem keamanan data untuk memastikan bahwa informasi pribadi wajib 

pajak terlindungi dengan baik. Ini penting untuk menjaga kepercayaan 

wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang baru. Selain itu, DJP perlu 

meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat 

dan prosedur pemadanan NIK menjadi NPWP. Dengan pemahaman yang 

lebih baik, wajib pajak akan lebih siap dan yakin dalam menjalani proses ini 

2. Wajib Pajak 

Otoritas pajak telah melakukan upaya untuk menyederhanakan 

administrasi perpajakan, yang seharusnya direspons positif oleh wajib pajak 

dengan meningkatkan kepatuhan mereka. Sebagai subjek pajak, wajib pajak 

sebaiknya mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas pajak. 

Kepastian hukum yang jelas juga membantu memudahkan wajib pajak 

dalam menjalankan administrasi perpajakan mereka 

3. Penelitian berikutnya  

Penelitian ini terbatas tiga informan wajib pajak UMKM pada sektor 

bidang usaha kuliner di kabupaten Buleleng dengan peredaran bruto yang 

tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Penelitian lanjutan diperlukan untuk 

mencakup berbagai klasifikasi UMKM dan wajib pajak lainnya untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak 

kebijakan ini. 
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